
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 
 

                                NOMOR   12  TAHUN  2003 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH MENGENAI PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN  
SEBAGAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa berikut 
Petunjuk Pelaksanaannya, Pemerintah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan 16 (enam 
belas) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; 

 

b. bahwa berhubung dengan itu, maka dengan 
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 
2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai 
Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri 
Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan 
Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah mengenai  
Desa  dan  Kelurahan   perlu   dicabut, kecuali yang 
mengatur Pakaian Dinas Kepala Desa / Kepala Kelurahan, 
Tanda Jabatan Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan 
Penyisihan Penerimaan Sebagian Hasil Pajak Bumi Dan 
Bangunan Yang Diterima Oleh Pemerintah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Untuk Pemerintah Desa 
Dan Pemerintah Kelurahan, yang pengaturannya 
dituangkan dalam Peraturan Daerah. 
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; 

 
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685) sebagaiman diubah dengan Undang-undang Nomor 
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

 
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang 

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4155) ; 

 
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan 
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan 
Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). 

 
Dengan persetujuan 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROPINSI JAWA TENGAH 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH MENGENAI PEMERINTAHAN DESA 
DAN KELURAHAN SEBAGAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 5 TAHUN 1979. 
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Pasal  1 
 

Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagai 
berikut : 
 

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 
Tahun 1983 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan 
Penghapusan Kelurahan ; 

 

2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 
Tahun 1983 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan 
Penghapusan Desa ; 

 

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 1983  tentang  Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa ; 

 

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 1983 tentang Keputusan Desa ; 

 

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, 
Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian  Kepala Desa ; 

 

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 
Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, 
Pengurusan Dan Pengawasannya ; 

 

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 
Tahun 1988 tentang Pungutan Desa ; 

 

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 23 
Tahun 1988 tentang Kedudukan Dan Kedudukan Keuangan Kepala  
Desa,  Sekretaris Desa, Kepala Urusan Dan Kepala Dusun ; 

 

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 24 
Tahun 1988 tentang Kota-kota Lain Di Luar Wilayah Ibukota Propinsi, 
Ibukota Kabupaten/Kotamadya Dan Kota Administrasi Dapat Dibentuk 
Kelurahan ; 

 

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 25 
Tahun 1988 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan   
Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan ; 

 

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 
Tahun 1991 tentang Pemberian Sumbangan Dan Bantuan Sebagian Hasil 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Kepada Pemerintah Desa Dan Pemerintah Kelurahan ; 

 

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 1992 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan Di Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ; 
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